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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1      Kajian Pustaka 

2.1.1 Beban Pajak 

2.1.1.1 Pajak  

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH 

dalam mardiasmo (2016:1)  yaitu : 

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang  

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang 

langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum”    

 

Defisinisi pajak menurut Waluyo (2011:5) yaitu: 

 “pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada 

pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa 

adanya kontrasepsi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-

pengeluaran.” 

 

Definisi pajak menurut M.J.H Smeets dalam Sukrisno Agoes (2014:6): 

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma 

umum, yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontrasepsi yang dapat 

ditunjukan secara individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah.” 

 

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata 

cara perpajakan (UU KUP) yaitu; 

“ pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksakan berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 
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Berdasarkan dari beberapa definisi diatas menurut pendapat ahli bahwa pajak 

merupakan iuran rakyat kepada kas negara dan merupakan kontrubusi wajib kepada 

negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-

pengeluaran negara dan membangun nasional. 

 

2.1.1.2 Fungsi Pajak 

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak 

dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) 

yaitu sebagai berikut: 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

 Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan  bagi pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak 

dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

2. Fungsi Mengatur (Regular) 

 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di 

bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih 

tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang 

mewah. 
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2.1.1.3 Jenis Pajak 

Menurut Waluyo (2011:12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga 

kelompok, adalah sebagai berikut: 

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini. 

a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan 

pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang 

bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Menurut sifat 

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya 

berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut. 

a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti 

memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut : 

a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
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digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. 

b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, 

pajak hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak 

Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan. 

 

2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak 

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011:16) 

sebagai berikut: 

1. Asas Tempat Tinggal 

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan 

Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang 

bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima 

atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri. 

2. Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan 

kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar 

pajak. 
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3. Asas Sumber 

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang 

bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib  

Pajak   menerima  atau   memperoleh  penghasilan  dari   Indonesia 

dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

 

2.1.1.5 Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Waluyo (2011:160) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak 

dilakukan berdasarkan tiga stelsel adalah sebagai berikut: 

1. Stelsel nyata (rill stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang  nyata, sehingga 

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah 

penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan stelsel ini 

adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru 

dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). 

2. Stelsel anggapan (fictive stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-

undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun 

sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak 

yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak 

yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. 
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Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang 

sesungguhnya. 

3. Stelsel campura 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada 

awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian 

pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. 

Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut 

anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula 

sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali”. 

 

2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo 

(2011:17) sebagai berikut: 

1. Sistem Official Assessment 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus. 

b. Wajib Pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 
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2. Sistem Self Assessment 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan,  tanggung  jawab  kepada  Wajib  Pajak  untuk   menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 

harus dibayar. 

3. Sistem Withholding 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

 

2.1.2 Beban Pajak  

Menurut UU Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008), yang dimaksud dengan 

pajak adalah: 

 “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – 

besarnya kemakmuran rakyat”. 

Judisseno (2005: 5), mendefinisikan : 

“pajak sebagai suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif 

warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai 

keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaanya di atur 
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dalam Undang – Undang dan peraturan – peraturan untuk tujuan kesejahteraan 

bangsa dan negara. 

Sedangkan Rochmat Soemitro berpendapat bahwa: 

“pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal, yang langsung dapat 

ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Agoes, 2013: 

6). 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak 

dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi 

barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di 

dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara 

untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. 

Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: 

1. Fungsi anggaran (budgetair) 

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan 

melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh 

dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti 

belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk 

pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni 
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penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari 

tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang 

semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. 

2. Fungsi mengatur (regulerend) 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan 

pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai 

tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri 

maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam 

rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang 

tinggi untuk produk luar negeri. 

3. Fungsi stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat 

dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran 

uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 

4. Fungsi redistribusi pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai 

semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga 

dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat. 

Peraturan pajak berkaitan dengan transaksi dengan pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa: 
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a. Transfer pricing yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan prinsip kewajaran 

(arm‟s length principle) 

b. Metodologi transfer pricing yang digunakan oleh wajib pajak sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dan praktik usaha yang lazim yang tidak dipengaruhi 

hubungan istimewa; 

c. Wajib pajak yang bersangkutan dan perusahaan afiliasinya telah membayar 

pajak sesusai dengan proporsi fungsinya dalam transaksi; serta 

d. Mendokumentasikan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dalam 

penentuan harga transaksinya. Untuk itu wajib pajak yang melakukan transaksi 

afiliasi wajib menyiapkan dokumentasi yang memadai untuk membuktikan bahwa 

transfer pricing yang dilakukan telah sesuai dengan arm‟s length principle 

(membuat TP Documentation). 

Begitu banyaknya manfaat dari fungsi pajak untuk pembangunan, maka 

dengan adanya transfer pricing yang dapat merugikan negara secara otomatis akan 

mengurangi pendapatan negara sector pajak. Hal tersebut dapat berdampak pula 

terhadap pembangunan maupun kesejahteraan juga. 

 

2.1.2.1 Pengukuran Beban Pajak 

Perhitungan beban pajak dilihat dari beban pajak bersih yang ditanggung 

perusahaan, yaitu dengan perbandingan tax expense dikurangi differed tax expense 

(Hartati, 2014) 

 
Beban Pajak : Effective tax rate : Tax expenses – deferred tax 

expenses 
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2.1.3 Tunneling Incentive  

2.1.3.1 Pengertian Tunneling Incentive 

Menurut Mitton (2000:276) tunneling adalah : 

“tunneling comes in two forms. First, a controlling shareholder can simply 

transfer resources from firm for its own benefit through selfdealing 

transaction. Such transaction incloud outright theft or fraud, which are illegal 

everywhere trough often go undetected or unfunished, but also asset sales, 

contract such as transfer pricing advantageous to the controlling shareholder, 

excessive executive.”  

 

Istilah "tunneling" pada awalnya digunakan untuk menggambarkan 

"pengambilalihan pemegang saham minoritas di Republik Ceko seperti pemindahan 

aset melalui sebuah terowongan bawah tanah (tunnel). Struktur Kepemilikan 

mencerminkan jenis konflik keagenan yang terjadi. Ada 2 macam struktur 

kepemilikan, yaitu struktur kemilikan tersebar dan struktur kepemilikan 

terkonsentrasi (Mutamimah, 2008). Struktur kepemilikan tersebar mempunyai ciri 

bahwa manajemen perusahaan dikontrol oleh manajer (La Porta et al., 2000). 

Manajer lebih mengutamakan kepentingannya dibanding kepentingan pemegang 

saham. 

Di dalam Yuniasih (2012) menjelaskan munculnya masalah keagenan antara 

pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas ini disebabkan oleh 

beberapa hal berikut. Pertama, pemegang saham mayoritas terlibat dalam manajemen 

sebagai direksi atau komisaris yang kemungkinan besar melakukan ekspropriasi 

terhadap pemegang saham minoritas (Mitton, 2002). Kedua, hak suara yang dimiliki 

pemegang saham mayoritas melebihi hak atas aliran kasnya, karena adanya 
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kepemilikan saham dalam bentuk bersilang, piramida dan berkelas (Claessens et al., 

2000). Bentuk kepemilikan seperti ini akan mendorong pemegang saham mayoritas 

untuk mengutamakan kepentingan mereka sendiri yang sangat berbeda dengan 

kepentingan investor dan stakeholder lain. Ketiga, pemegang saham mayoritas 

mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi manajemen dalam membuat keputusan-

keputusan yang hanya memaksimumkan kepentingannya dan merugikan kepentingan 

pemegang saham minoritas. Keempat, lemahnya perlindungan hak-hak pemegang 

saham minoritas, mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan tunneling 

yang merugikan pemegang saham minoritas (Claessens et al., 2002). Sansing (1999) 

menunjukan bahwa pemegang saham mayoritas dapat mentransfer kekayaan untuk 

dirinya sendiri dengan mengorbankan hak para pemilik minoritas, dan terjadi 

penurunan pengalihan kekayaan ketika presentase kepemilikan pemegang saham 

mayoritas menurun.   

Pihak terafiliasi, khususnya pemegang saham mayoritas, dapat mempengaruhi 

bentuk dan syarat (term and condition) dari transaksi yang akan memberikan 

keuntungan bagi pihak mereka saja. Hal ini tentu saja akan bertentangan dengan 

konsep maximization shareholder walth dan prinsip The Equitable Treatment of 

Shareholder dari EOCD.  

Tunneling merupakan aktivitas pengalihan keuntungan keluar perusahaan 

untuk kepentingan pemegang saham pengendali perusahaan (Johnson, 2000). Dalam 

konteks cross border merger dan akuisisi, tunneling mempunyai dampak 

berpindahnya asset dan corporate control ke negara lain.  
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Definisi Tunneling Incentive dikemukakan oleh Suparji (2012:67) yaitu : 

“Ekspropriasi yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali asing akan 

menurunkan nilai perusahaan sehingga merugikan pemegang saham non 

pengendali.” 

Tunneling Incentive merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham 

mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka 

sendiri dengan nama dan dalam bentuk apapun (Jewel, 2012). 

Menurut Hartati (2015), tunneling incentive adalah suatu prilaku dari 

pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi 

keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung 

biaya mereka bebankan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan 

tunneling incentive adalah suatu tindakan mentransfer aset dan laba perusahaan yang 

dilakukan pemegang saham mayoritas demi keuntungan mereka sendiri. 

 

2.1.3.2 Pengukuran Tunneling Incentive 

Variabel tunneling incentive pada penelitian ini didasarkan pada besarnya 

kepemilikan saham asing yang melebihi 20% (dua puluh persen). Entitas dianggap 

memiliki pengaruh signifikan secara langsung maupun tidak langsung (contohnya 

melalui entitas anak) apabila menyertakan modal 20% atau lebih berdasarkan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 15. 
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2.1.4    Transfer Pricing 

2.1.4.1 Pengertian Transfer Pricing  

 Defisinisi Transfer Pricing yang dikemukakan oleh Horngren (2008: 375) 

yaitu: 

“transfer pricing (harga transfer) adalah harga yang dibebankan satu subunit 

(departemen atau divisi) untuk suatu produk atau jasa yang dipasok ke subunit 

yang lain di organisasi yang sama. “ 

Definisi Transfer Pricing menurut Astuti, (2008: 12). 

“Transfer pricing merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa, dan 

harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi 

atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara.” 

Transfer pricing sering juga disebut dengan intracompany pricing, 

intercorporate pricing, interdivisional atau internal pricing yang merupakan harga 

yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang 

dan jasa antar anggota (grup perusahaan) (Desriana, 2012). Menurut Plasschaet, 

definisi transfer pricing adalah suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis 

dengan maksud mengurangi laba artificial, membuat seolah-olah perusahaan rugi, 

menghindari pajak atau bea di suatu negara. Plasschaert memberikan definisi transfer 

pricing sebagai suatu rekayasa harga yang membuat seolah perusahaan rugi sehingga 

mengurangi pajak yang seharusnya dikenakan di suatu negara. Rekayasa tersebut bisa 

memanfaatkan tarif pajak di suatu negara dengan menggeser laba tersebut ke tarif 

pajak yang paling rendah (Yuniasih dkk, 2011). 
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Transfer pricing biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara 

(intermediate product) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok 

oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor PER-43/PJ./2010 yang diubah terakhir dengan PER-32/PJ./2011, 

mendefinisikan penentuan harga transfer (transfer pricing) sebagai “penentuan harga 

dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa” (Desriana, 

2012).  

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas menurut para pendapat ahli  adalah 

transfer pricing terdiri dari beberapa poin yaitu harga, perusahaan yang mempunyai 

hubungan istimewa, atau dan transaksi yang terjadi antar cabang perusahaan atau 

induk perusahaan.  

 

2.1.4.2 Tujuan Transfer Pricing  

Tujuan penetapan transfer pricing sebagai berikut: “Secara umum, tujuan 

penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara 

departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling 

menggunakan barang dan jasa satu sama lain” (Henry Simamora, 1999 dalam 

Mangoting, 2000).  

Selain tujuan tersebut, transfer pricing terkadang digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli 

menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara 

keseluruhan. Sementara itu, dalam lingkup perusahaan multinasional, transfer pricing 
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digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan di seluruh 

dunia: “Transfer pricing can effect overall corporate income taxes. This is 

particulary true for multinational corporations” (Hansen dan Mowen, 1996: 496 

dalam Desriana, 2012).  

 

2.1.4.3 Transaksi Transfer Pricing  

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang 

Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib 

Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dalam hal Wajib Pajak 

melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang 

merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan 

oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk 

memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:  

1. Perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha 

tertentu;  

2. Perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau  

3. Transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama 

Migas.  

 

2.1.4.4 Hubungan Istimewa  
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Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, hubungan istimewa dianggap ada 

apabila (Barata, 2011: 147-148):  

1. Wajib pajak memepunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling 

rendah 25% pada wajib pajak lainnya; hubungan antara wajib pajak dengan 

penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih; atau hubungan di 

antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir.  

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang 

berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara 

langsung ataupun tidak langsung.  

2. Wajib pajak yang menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak 

berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.  

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di 

bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa 

perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.  

Hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat juga terjadi karena penguasaan 

melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan 

kepemilikan.  

3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis 

keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajad.  

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 

satu derajat” adalah ayah, ibu, dan anak. Sementara itu, “hubungan keluarga 

sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah saudara.  
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Yang dimaksud dengan “keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu 

derajat” adalah mertua dan anak tiri. Sementara itu, “hubungan keluarga semenda 

dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah ipar.  

 

2.1.4.5 Pihak-pihak Berelasi (Related Party Transaction/RPT)  

Terdapat perbedaan definisi pihak-pihak berelasi atau pihak mempunyai 

hubungan istimewa yang diatur dalam regulasi perpajakan dengan definisi yang 

diatur dalam PSAK No. 7 (revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi . 

Pada paragraf 9 dari PSAK No. 7 (revisi 2010) ini pihak-pihak berelasi didefinisikan 

sebagai: “Orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan 

laporan keuangannya (dalam pernyataan ini dirujuk sebagai “entitas pelapor”), yaitu:  

1. Orang atau anggota keluarga terdekat berelasi dengan entitas pelapor jika orang 

tersebut:  

a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;  

b. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau  

c. Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.  

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal berikut:  

a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama 

(artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan 

entitas lain).  
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b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau 

entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu 

kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).  

c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.  

3. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal berikut:  

a. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain 

adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.  

b. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan kerja untuk imbalan kerja dari 

salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika 

entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, 

entitas sponsor juga terkait dengan entitas pelapor.  

c. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang 

diidentifikasi dalam butir (a).  

d. Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan 

terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari 

entitas).” 
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2.1.4.6 Penentuan Transfer Pricing  

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang 

Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib 

Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, terdapat beberapa jenis 

metode penentuan harga transfer (transfer pricing) yang dapat dilakukan, yaitu:  

1. Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable 

uncontrolled price/CUP).  

Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable 

uncontrolled price) atau disingkat metode CUP adalah metode penentuan harga 

transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang 

dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga 

dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan 

istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.  

2. Metode harga penjualan kembali (resale price method/RPM).  

Metode harga penjualan kembali (resale price method) atau disingkat metode 

RPM adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan 

membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-

pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk 

tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan 

risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak 

mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan 

dalam kondisi wajar.  
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3. Metode biayaplus (cost plus method/CPM).  

Metode biaya plus (cost plus method) atau metode CPM adalah metode 

penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor 

wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak 

mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh 

perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai 

hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip 

kewajaran dan kelaziman usaha.  

4. Metode pembagian laba (profit split method/PSM).  

Metode pembagian laba (profit split method) atau metode PSM adalah metode 

penentuan harga transfer berbasis laba transaksional (transactional profit method) 

yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang 

akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan 

menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan 

pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan 

antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.  

5. Metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM).  

Metode laba bersih transaksional (transactional net margin method) atau 

disingkat TNMM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan 

membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, 

terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh 
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atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan 

istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding 

yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.  

 

2.1.4.7 Peraturan Direktur Jendral Pajak Mengenai Transfer Pricing  

Untuk menyikapi isu-isu mengenai transfer pricing, pada awalnya pemerintah 

menerapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 32/PJ/2011 Tentang 

Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib 

Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Namun sejalan dengan 

berkembangnya transaksi multinasional kebijakan tersebut mengalami perubahan, 

dimana perubahan itu tercantum pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

32/PJ/2011 mengenai: “Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

PER-43/PJ/2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam 

transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa”.  

Pada kebijakan yang baru tersebut, penyempurnaan dilakukan di beberapa 

pasal. Yang secara garis besar membahas tentang prinsip kewajaran dan kelaziman 

usaha, ruang lingkup hubungan istimewa, azas kesebandingan, dan metode transfer 

pricing. Kebijakan inilah yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pencatatan tiap 

transaksi suatu perusahaan dengan perusahaan afiliasinya di luar negeri. 

 

2.1.4.8 Pengukuran Transfer Pricing 

 Dalam penelitian ini, pengukuran untuk variabel transfer pricing diproksikan 

dengan ada atau tidaknya penjualan terhadap pihak berelasi atau yang memiliki 
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hubungan istimewa. Penjualan terhadap hubungan istimewa diindikasikan ada 

transfer pricing. Harga yang ditetapkan dalam penjualan terhadap pihak berelasi atau 

hubungan istimewa biasanya menggunakan harga yang tidak wajar bisa dengan 

menaikkan atau menurunkan harga.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur di Pasal 18 ayat 

(4) yaitu: Hubungan istimewa yang digunakan sebagai pengukur dalam penelitian ini 

adalah wajib pajak yang mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung 

paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada wajib pajak lain. 

 

2.1.5 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Brigham dan Daves (2001) dalam Ahmad dan Sepriani (2008) memaparkan, 

dari sudut pandang manajemen keuangan, salah satu tujuan perusahaan adalah untuk 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau stakeholder. Tujuan tersebut 

seringkali hanya bisa dicapai apabila tanggung jawab pengelolaan perusahaan 

diserahkan kepada para profesional, dikarenakan para pemilik modal memiliki 

banyak keterbatasan. Dengan menyerahkan pengelolaan perusahaan tersebut kepada 

para profesional, diharapkan mereka dapat menutup keterbatasan yang ada. Para 

profesional ini disebut dengan manajer atau agen. Manajer diberi kekuasaan oleh 

pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, dalam hal 

ini menciptakan konflik potensial atas kepentingan yang disebut dengan teori agen 

(agency theory) 
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Teori keagenan menjelaskan tentang pola hubungan antara prinsipal dan agen. 

Prinsipal bertindak sebagai pihak yang memberikan mandat kepada agen, sedangkan 

agen sebagai pihak  yang mengerjakan  mandat dari prinsipal. Tujuan utama teori 

keagenan adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan 

hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir 

cost sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan juga kondisi 

ketidakpastian. Teori ini juga menekankan pada eksistensi mekanisme pasar dan 

institusional yang dapat mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam hubungan 

kontraktual. 

Dari beberapa penelitian yang tercantum dalam penelitian Ahmad dan 

Sepriani (2008) dijelaskan mengenai beberapa penyebab konflik keagenan di tinjau 

dari beberapa kondisi, yaitu penggunaan arus kas bebas (free cash flow) pada 

aktifitas yang tidak menguntungkan, peningkatan kekuasan manajer dalam 

melakukan over investment, dan consumption of excessive perquisites (Jensen, 

1986), atau disebabkan oleh perbedaan keputusan investasi antara investor dengan 

manajer (Bhatala et al., 1994). Investor memilih risiko tinggi untuk mendapatkan 

return tinggi,  sedangkan manajer memilih risiko rendah untuk mempertahankan 

posisi atau sebaliknya di dalam perusahaan (Crutchley dan Hansen, 1989). Masalah 

keagenan antara pemegang saham dengan manajer, potensial terjadi jika manajer 

memiliki kurang dari 100% saham perusahaan. Karena tidak semua keuntungan 

dapat dinikmati oleh manajer, maka mereka tidak berkonsentrasi pada maksimalisasi 
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kemakmuran pemegang saham (Brigham dan Daves, 2001). 

 

2.1.6 Teori Pensinyalan (Signalling Theory) 

Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. 

Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi 

pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan 

masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup 

suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, 

akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat 

analisis untuk mengambil keputusan investasi (Butarbutar, 2011). 

Menurut Jogiyanto (2000: 392) di dalam Butarbutar (2011), informasi yang 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan  memberikan signal bagi investor 

dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung 

nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut 

diterima oleh pasar. 

Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima 

informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan 

menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik (good news) atau signal buruk 

(bad news). Jika pengumuman informasi tersebut sebagai signal baik bagi investor, 

maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham (Butarbutar, 2011). 
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Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat 

menjadi signal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah 

laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa 

informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan 

informasi non-akuntansi yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan 

keuangan. Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan dan 

mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna 

laporan baik pihak dalam maupun pihak luar. Semua investor memerlukan informasi 

untuk mengevaluasi risiko relatif setiap perusahaan sehingga dapat melakukan 

diversifikasi portofolio dan kombinasi investasi dengan preferensi risiko yang 

diinginkan. Jika suatu perusahaan ingin sahamnya dibeli oleh investor maka 

perusahaan harus melakukan pengungkapan laporan keuangan secara terbuka dan 

transparan (Butarbutar, 2011). 

 

2.1.7 Penelitian Terdahulu  

Berbagai penelitian terdahulu mengenai kegiatan Transfer Pricing yang 

dilakukan oleh berbagai perusahaan multinasional telah banyak dilakukan. Salah satu 

penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih et al., (2012) tentang “Pengaruh Pajak dan 

Tunneling incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang 

Listing di BEI” yang menunjukkan bahwa pajak dan tunneling incentive berpengaruh 

positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan Transfer Pricing. Dimana beban 

pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk menekannya dengan melakukan 
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kegiatan Transfer Pricing. Transaksi pihak terkait juga lebih umum digunakan oleh 

perusahaan dimana terdapat kecenderungan pemegang saham mayoritas melakukan 

kegiatan tunneling incentive kepada pemegang saham minoritas.  

Penelitian yang dilakukan oleh Hartanti et al., (2014) tentang “Analisis 

Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (studi 

empiris pada seluruh perusahaan yang listing di BEI)” yang menunjukkan bahwa 

besarnya keputusan untuk melakukan praktik Transfer Pricing akan mengakibatkan 

pembayaran pajak menjadi lebih rendah secara global pada umumnya. Serta besarnya 

mekanisme bonus yang dilihat dari indeks trend laba bersih akan berpengaruh 

terhadap keputusan Transfer Pricing. Karena dalam memberikan bonus pada direksi, 

pemilik perusahaan akan melihat kinerja para direksi dalam mengelola perusahaannya 

dengan melihat laba perusahaan yang dihasilkan secara keseluruhan sebagai penilaian 

untuk kinerja para direksinya.  

Palestin (2009) di dalam penelitiannya “Analisis Pengaruh Struktur 

Kepemilikan, Praktik Corporate Governance dan Kompensasi Bonus Terhadap 

Manajemen Laba (Studi Empiris Pada PT. Bursa Efek Indonesia)” menjelaskan 

bahwa berdasarkan hasil penelitian selama periode pengamatan 2004-2006 pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI terdapat 75 perusahaan yang melakukan 

income-incresing accrual discresioner (menaikkan laba yang dilaporkan) dan 66 

perusahaan yang melakukan income-decreasing accrual discresioner (menurunkan 

laba yang dilaporkan). Hasil pengujian terhadap 141 sampel perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI selama kurun waktu tahun 2004-2006 menunjukkan bahwa 
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struktur kepemilikan, proporsi dewan komisaris independen dan kompensasi bonus 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan komite 

audit dan ukuran KAP tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

manajemen laba.  

Rahayu (2010) didalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Regulasi Atas 

Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing” mengemukakan bahwa 

regulasi yang menangkal praktik Tax Avoidance di Indonesia belum dapat 

memberikan hasil yang optimal dalam upaya menangkal praktik penghindaran pajak 

(tax avoidance) yang ada. Aturan penangkal praktik penghindaran pajak melalui 

skema Transfer Pricing dan control foreign corporation/CFC yang termuat dalam 

batang tubuh dan memori penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan masih 

sangat sederhana. Aturan pelaksanaan yang mengatur keduanya juga belum bersifat 

komprehensif untuk menangkal praktik penghindaran pajak melalui kedua skema 

tersebut. Selanjutnya aturan penangkal praktik penghindaran pajak melalui skema 

treaty shopping yang hanya diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tanpa 

ada referensi pasal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, juga menyebabkan 

ketentuan penangkal praktik penghindaran pajak tidak berkekuatan hokum. Hal-hal di 

atas mengakibatkan banyaknya peluang-peluang (loopholes) yang dapat 

dimanfaatkan oleh wajib pajak, khususnya oleh perusahaan Penanaman Modal Asing 

untuk melakukan penghindaran pajak yang merugikan negara, sehingga penerimaan 

negara dari sector pajak tidak dapat diperoleh secara optimal.  
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Adanya hubungan istimewa merupakan jalan utama terjadinya praktik 

Transfer Pricing sebagaimana yang dikemukakan oleh Oktavia et al., (2012) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Transaksi Hubungan Istimewa dan Pengaruhnya 

Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan”, bahwa transaksi hubungan istimewa 

menurut SAK berpengaruh negative dan signifikan terhadap tariff pajak efektif 

perusahaan. Semakin besar nilai transakasi hubungan istimewa, maka tariff pajak 

efektif perusahaan semakin menurun. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa 

transaksi hubungan istimewa yang dilakukan perusahaan berdampak negative 

terhadap penerimaan Negara dari sector pajak.  

Sari (2011) di dalam penelitiannya “Pengendalian Risiko Tunneling Pada 

Transaksi Merger & Akuisisi Dan Mekanisme Corporate Governance: Bukti Empiris 

Di Asia” menyimpulkan bahwa deal value M&A (Merger dan Akuisisi) yang terdapat 

adanya overlapping ownership berkonsekuensi untuk terjadinya berlebihnya 

pembayaran yang tinggi terbukti. Terbukti bahwa overlap owner menghendaki total 

keuntungan dari overpayment dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham target. 

Selain itu, hal ini juga mengindikasikan bahwa dengan adanya overpayment tersebut 

mengisyaratkan bahwa perusahaan pengakuisisi memastikan terhadap aliran kas masa 

mendatang dari kejadian M&A. demikian juga, kepastian adanya aliran kas masuk di 

masa mendatang tersebut terdorong oleh manager dalam kaitannya dengan 

ompensasi.  

Penelitian Pujiningsih (2011) “Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran 

Perusahaan, Praktik Corporate Governance dan Kompensasi Bonus Terhadap 
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Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

BEI Periode 2007-2009)” menjelaskan bahwasanya kompensasi bonus berpengaruh 

positif terhadap manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan 

diterapkannya kompensasi bonus sebagai suatu bentuk apresiasi bagi direksi mampu 

membuat direksi melakukan manajemen laba agar memberikan kesan bahwa mereka 

memiliki kinerja yang baik.  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No. Judul Peneliti Variabel Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Pajak dan 

Tunneling incentive 

Pada Keputusan 

Transfer Pricing 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Listing di BEI  

Yuniasih et 

al., (2012)  

Variabel 

Dependen: 

Transfer Pricing 

Variabel 

Independen: 

Pajak dan 

Tunneling 

incentive  

Pajak dan tunneling 

incentive 

berpengaruh positif 

pada keputusan 

perusahaan untuk 

melakukan Transfer 

Pricing  

2. Analisis Pengaruh 

Pajak dan 

Mekanisme Bonus 

Terhadap 

Keputusan Transfer 

Pricing (studi 

empiris pada 

seluruh perusahaan 

yang listing di 

BEI)”  

Hartati et 

al., (2014)  

Variabel 

Dependen: 

Transfer Pricing 

Variabel 

Independen: 

Pajak dan 

Mekanisme 

Bonus  

Pajak dan 

Mekanisme Bonus 

berpengaruh positif 

pada keputusan 

perusahaan untuk 

melakukan Transfer 

Pricing  
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3. “Analisis Pengaruh 

Struktur 

Kepemilikan, 

Praktik Corporate 

Governance dan 

Kompensasi Bonus 

Terhadap 

Manajemen Laba 

(Studi Empiris Pada 

PT. Bursa Efek 

Indonesia)”  

Palestin 

(2009)  

Variabel 

Dependen: 

Manajemen Laba 

Variabel 

Independen: 

Struktur 

Kepemilikan, 

Praktik Corporate 

Governance dan 

Kompensasi 

Bonus  

Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa 

struktur kepemilikan, 

proporsi dewan 

komisaris independen 

dan kompensasi 

bonus mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

manajemen laba.  

4. Evaluasi Regulasi 

Atas Praktik 

Penghindaran Pajak 

Penanaman Modal 

Asing  

Rahayu 

(2010)  

Variable yang 

dijelaskan dalam 

penelitian ini 

adalah regulasi 

atas praktik 

penghindaran 

pajak  

Regulasi yang 

menangkal praktik 

Tax Avoidance di 

Indonesia belum 

dapat memberikan 

hasil yang optimal 

dalam upaya 

menangkal praktik 

penghindaran pajak 

(tax avoidance) yang 

ada.  

5. “Transaksi 

Hubungan Istimewa 

dan Pengaruhnya 

Terhadap Tarif 

Pajak Efektif 

Perusahaan”,  

Oktavia et 

al., (2012)  

Variabel 

Dependen: 

Terhadap Tarif 

Pajak Efektif 

Perusahaan 

Variabel 

Independen: 

Transaksi 

Hubungan 

Istimewa  

Transaksi hubungan 

istimewa menurut 

SAK berpengaruh 

negative dan 

signifikan terhadap 

tariff pajak efektif 

perusahaan 

Pengendalian  
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6. Risiko Tunneling 

Pada Transaksi 

Merger & Akuisisi 

Dan Mekanisme 

Corporate 

Governance: Bukti 

Empiris Di Asia 

Sari (2011)   Deal value M&A 

(Merger dan 

Akuisisi) yang 

terdapat adanya 

overlapping 

ownership 

berkonsekuensi untuk 

terjadinya 

berlebihnya 

pembayaran yang 

tinggi 

7. Struktur 

Kepemilikan, 

Ukuran Perusahaan, 

Praktik Corporate 

Governance dan 

Kompensasi Bonus 

Terhadap 

Manajemen Laba 

(Studi Empiris Pada 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI 

Periode 2007-2009)  

Pujiningsih 

(2011)  

Variabel 

Dependen: 

Manajemen Laba 

Variabel 

Independen: 

Struktur 

Kepemilikan, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Praktik Corporate 

Governance dan 

Kompensasi 

Bonus  

Coorporate 

Governance dan 

Konpensasi Bonus 

bonus berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

Strukture 

kepemilikan dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh secara 

tidak signifikan 

terhadap manajemen 

laba 

8. Pengaruh Pajak, 

Tunneling incentive 

dan Kompensasi 

Bonus Terhadap 

Keputusan Transfer 

Pricing Pada 

Perusahaan Industri 

Barang Konsumsi 

Yang Listing Di 

Bursa Efek 

Indonesia (BEI)  

Pradana, 

Titia Ayu 

(2014) 

Variabel 

Dependen: 

Transfer Pricing 

Variabel 

Independen: 

Pajak, Tunneling 

incentive dan 

Kompensasi 

Bonus  

Pajak berpengaruh 

signifikan terhadap 

Transfer Pricing, 

tunneling incentive 

dan kompensasi 

bonus tidak 

berpengarh terhadap 

Transfer Pricing  
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9. Analisis pengaruh 

beban pajak, 

tunneling Incentive, 

dan mekanisme 

bonus terhadap 

Transfer pricing 

perusahaan 

Multinasional yang 

listing Di bursa efek 

indonesia 

Angga 

Kusuma 

Nugraha 

(2016) 

Variable 

dependen: 

Transfer Pricing 

Variable 

dependen: 

Beban pajak, 

tunneling 

incentive dan 

mekanisme bonus 

 

Pajak berpengaruh 

signifikan terhadap  

transfer pricing, 

tunneling incentive 

dan mekanisme 

bonus tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

transfer pricing 

10 Pengaruh Beban 

Pajak, Tunneling 

Incentive dan 

Karakter Eksekutif 

terhadap Keputusan 

Transfer Pricing 

Erny 

Syamsuddin 

(2015) 

Variable 

dependen: 

Transfer Pricing 

Variable 

dependen: 

Beban pajak, 

tunneling 

incentive dan 

Karakter 

Eksekutif 

 

Pajak, Tunneling 

Incentive dan 

Karakter eksekutif 

berpengauh positif 

terhadap transfer 

pricing 

11 Pengaruh ajak, 

Tunneling Incentive 

dan Mekanisme 

Bonus Terhadap 

Keputusan Transfer 

Pricing 

Novi 

Laylatul 

Wafiroh 

(2015) 

Variable 

dependen: 

Transfer Pricing 

Variable 

dependen: 

Beban pajak, 

tunneling 

incentive dan 

Mekanisme 

Bonus 

 

Pajak dan tunneling 

incentive menunjukan 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan transfer 

pricing. Mekanisme 

bonus menunjukan 

pengaruh negative 

dan tidak signifikan 

terhadap keputusan 

tramsfer pricing 
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2.2     Kerangka Pemikiran 

Perusahaan yang pada umumnya adalah komersial bertujuan untuk 

memperoleh laba yang sebesar-besarnya akan merasa sangat dirugikan dengan 

adanya tarif pajak yang tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dimana laba yang 

diperoleh akan menjadi semakin kecil dikarenakan adanya biaya pajak yang 

ditanggung. Transfer pricing merupakan salah satu kebijakan perusahaan terkait 

dengan perencanaan pajak. Dengan melakukan transfer aset ke perusahaan 

sepengendali di negara dengan tarif pajak rendah maka penekanan terhadap beban 

pajak akan dapat dilakukan.  

Pemegang saham minoritas di dalam perusahaan tidak jarang merasa 

dirugikan oleh keputusan yang diambil oleh pemegang saham mayoritas, dimana 

keputusan tersebut diambil untuk mendukung kepentingan pribadi pemegang saham 

mayoritas. Kegiatan yang biasa disebut dengan istilah tunneling incentive ini biasa 

dilakukan dengan cara menjual aset perusahaan yang dikuasai kepada perusahaan 

yang dimiliki dengan harga di bawah harga pasar (transfer pricing).  

Untuk meningkatkan laba suatu perusahaan, direksi tidak segan-segan melakukan 

manipulasi laporan keuangan guna memperoleh bonus yang dijanjikan oleh pemilik 

perusahaan. Manipulasi laporan keuangan ini bisa dilakukan dengan cara melakukan 

kegiatan transfer pricing untuk meningkatkan penjualan pada waktu tertentu. 

Penjualan yang dilakukan bisa dengan menaikkan harga (price up) atau dengan 

menurunkan harga (price down). 
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2.2.1 Pengaruh Beban Pajak Terhadap Transfer Pricing  

Di Indonesia, transaksi antar anggota perusahaan multinasional tidak luput 

dari rekayasa transfer pricing. Praktik transfer pricing sering kali dimanfaatkan 

perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Mangoting, 2000: 

80).  

Praktik transfer pricing sering kali dimanfaatkan perusahaan untuk meminimalkan 

jumlah pajak yang harus dibayar (Mangoting, 2000:80) 

Dalam transfer pricing, perusahaan multinasional cenderung menggeser 

kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi 

(high tax countries) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (low tax 

countries) yang dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan 

dalam satu grup. Oleh karena itu, beban pajak yang besar memicu perusahaan untuk 

melakukan transfer pricing dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Namun 

karena belum tersedianya alat, tenaga ahli, dan peraturan yang baku maka 

pemeriksaan transfer pricing sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam 

pengadilan pajak sehingga tentu saja akan dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan 

multinasional untuk memperkecil beban pajak (Julaikah, 2014).  

Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang 

terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi 

adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih 
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mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan 

dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua tahun (Waluyo, 2012:274) 

 

2.2.2 Pengaruh Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing  

Tunneling merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas 

yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, 

namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Zhang, 2004 dalam 

Mutamimah, 2008). 

Tunneling dapat dilakukan dengan cara menjual produk perusahaan kepada 

perusahaan yang memiliki hubungan dengan manajer dengan harga yang lebih rendah 

dibandingkan dengan harga pasar, mempertahankan posisi/jabatan pekerjaannya 

meskipun mereka sudah tidak kompeten atau berkualitas lagi dalam menjalankan 

usahanya atau menjual asset perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan 

dengan manajer (pihak terafiliasi). 

Yuniasih (2012) menjelaskan bahwa struktur kepemilikan mencerminkan 

jenis konflik keagenan yang terjadi. Ada 2 macam struktur kepemilikan, yaitu 

struktur kemilikan tersebar dan struktur kepemilikan terkonsentrasi (Mutamimah, 

2008). Struktur kepemilikan tersebar mempunyai ciri bahwa manajemen perusahaan 

dikontrol oleh manajer (La Porta et al., 2000). Manajer lebih mengutamakan 

kepentingannya dibanding kepentingan pemegang saham. Dalam struktur 

kepemilikan ini, pemegang saham secara umum tidak bersedia melakukan 
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monitoring, karena mereka harus menanggung seluruh biaya monitoring dan hanya 

menikmati keuntungan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham mereka. Jika 

semua pemegang saham berperilaku sama, maka tidak akan terjadi pengawasan 

terhadap manajemen (Zhuang et al., 2000). Dengan demikian, konflik keagenan yang 

terjadi pada struktur kepemilikan tersebar adalah konflik keagenan antara manajer 

dengan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976).  

Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma (2012) menemukan adanya pengaruh 

positif tunneling incentive pada keputusan transfer pricing perusahaan. Transaksi 

pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan transfer kekayaan daripada 

pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar harus mendistribusikan dividen 

kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Kondisi yang unik 

dimana kepemilikan saham pada perusahaan publik di Indonesia cenderung 

terkonsentrasi sehingga ada kecenderungan pemegang saham mayoritas untuk 

melakukan tunneling. 

Pemegang saham mayoritas pada struktur kepemilikan terkonsentrasi, seperti 

Jepang, Eropa, dan sebagainya, dapat melakukan monitoring dan kontrol terhadap 

manajemen perusahaan, sehingga berpengaruh positif pada kinerja perusahaan 

(Shleifer dan Vishny, 1997; Zhuang et al., 2000; serta Wiwattanakantang, 2001). 

Namun, di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan negara Asia lainnya, 

struktur kepemilikan terkonsentrasi yang secara umum didominasi oleh keluarga 

pendiri, serta lemahnya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas 

menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang 
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saham minoritas (Liu dan Lu, 2007). Kondisi ini sesuai dengan 9 pernyataan Prowsen 

(1998), bahwa konflik keagenan yang utama di Indonesia adalah konflik keagenen 

antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Yuniasih, 

2012).  

Tunneling merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas 

yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, 

namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Zhang, 2004 dalam 

Mutamimah, 2008). Sansing (1999) menunjukkan bahwa pemegang saham mayoritas 

dapat mentransfer kekayaan untuk dirinya sendiri dengan mengorbankan hak para 

pemilik minoritas, dan terjadi penurunan pengalihan kekayaan ketika persentase 

kepemilikan pemegang saham mayoritas menurun. Mutamimah (2008) menemukan 

bahwa terjadi tunneling oleh pemilik mayoritas terhadap pemilik minoritas melalui 

strategi merger dan akuisisi. Lo et al., (2010) menemukan bahwa konsentrasi 

kepemilikan oleh pemerintah berpengaruh pada keputusan transfer pricing. Aharony 

et al., (2010) menemukan bahwa tunneling incentive setelah initial public offering 

(IPO) berhubungan dengan penjualan hubungan istimewa sebelum IPO (Yuniasih, 

2012).  

Adanya pengaruh positif tunneling incentive pada keputusan transfer pricing 

perusahaan. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan transfer 

kekayaan dari pada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar harus 

mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas 

lainnya. Kondisi yang unik dimana kepemilikan saham pada perusahaan publik di 
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Indonesia cenderung terkonsentrasi sehingga ada kecenderungan pemegang saham 

mayoritas untuk melakukan tunneling (Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma, 2012).  

Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi cenderung menimbulkan konflik 

kepentingan antara pemegang saham. Pemilik perusahaan akan menuntut direksi dan 

manajemen untuk mampu menaikan laba dan membayar pajak seminimal mungkin 

(Suparji, 2012:67) 

Tunneling muncul dalam dua bentuk, yaitu: yang pertama, pemegang saham 

pengendali dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan ke dirinya sendiri 

melalui transaksi antara perusahaan dengan pemilik. Transaksi tersebut dapat 

dilakukan dengan penjualan aset, kontrak harga transfer kompensasi eksekutif yang 

berlebihan, pemberian pinjaman, dan lainnya. Bentuk kedua adalah pemegang saham 

pengendali dapat meningkatkan bagiannya atas perusahaan tanpa memindahkan aset 

melalui penerbitan saham dilutif atau transaksi keuangan lainnya yang 

mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham non-pengendali (Johnson, 2000:22-

23) 

 

2.2.3 Pengaruh Beban Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer 

Pricing  

Persoalan pokok yang dihadapi sehubungan dengan investasi asing, salah 

satunya adalah transfer pricing. Transfer pricing menimbulkan sejumlah masalah, 

dan sulit menyelesaikan masalah tersebut, antara lain menyangkut bea cukai, 

ketentuan anti dumping, dan persaingan usaha tidak sehat. Meskipun beberapa 
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perusahaan berkeinginan untuk menyesuaikan harga secara wajar dalam satu 

kebijakan namun hal itu langsung menimbulkan pertentangan dari perusahaan-

perusahaan lainnya (Folsom dan Gordon, 1999: 1039 dalam Lo et al., 2010). Leo et 

al.,(2010) menemukan bahwa menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan oleh 

pemerintah di Cina berpengaruh pada keputusan transfer pricing, dimana perusahaan 

bersedia mengorbankan penghematan pajak untuk tunneling keuntungan ke 

perusahaan induk. Peneliti sebelumnya Menunjukan bahwa pajak dan tunneling 

incentive berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan 

transfer pricing. Dimana beban pajak perusahaan yang semakin besar memicu 

perusahaan untuk menekannya dengan melakukan kegiatan transfer pricing. 

Transaksi pihak terkait juga umum digunakan oleh perusahaan dimana terdapat 

kecenderungan pemegang saham mayoritas melakukan kegiatan tunneling incentive 

kepada pemegang saham minoritas (yuniasih, 2012) 

transfer pricing adalah suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis 

dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah – olah perusahaan rugi, 

menguasai saham, menghindari pajak atau bea di suatu negara (Suandy, 2011: 71) 

Para ahli mengakui bahwa transfer pricing memungkinkan perusahaan untuk 

menghindari pajak berganda, tetapi juga terbuka untuk penyalahgunaan. Hal ini dapat 

digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara yang tarif pajaknya rendah, 

dengan memaksimalkan beban, dan pada akhirnya pendapatan 

(PricewaterhouseCoopers, 2009: 15). Secara umum otoritas fiskal harus 



57 
 

memperhatikan dua hal mendasar agar koreksi pajak terhadap dugaan transfer pricing 

mendapat justifikasi yang kuat, yaitu: afiliasi (associated enterprises) atau hubungan 

istimewa (special relationship), dan kewajaran atau arm’s length principle (Bakti; 

2002). Hampir dalam setiap undang-undang perpajakan dapat dijumpai aturan-aturan 

yang mengatur perlakuan pajak terhadap transaksi antara pihak-pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa. Aturan tersebut merupakan dasar hukum bagi 

otoritas pajak untuk melakukan koreksi atas transaksi yang terjadi antar pihak-pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa, dan dianggap sebagai aturan yang dapat 

memecahkan masalah transfer pricing.  

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juga 

mempunyai aturan yang menangani masalah transfer pricing, yaitu Pasal 18. Aturan 

transfer pricing biasanya mencakup beberapa hal, yaitu: pengertian hubungan 

istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang 

untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak arm’s length. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur di Pasal 18 ayat (4) yaitu: 

hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena pemilikan atau 

penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainya sebanyak 25% (dua puluh 

lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima 

persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan istimewa dapat 

mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan 

dalam suatu transaksi usaha. Secara universal transaksi antarwajib pajak yang 
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mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah transfer pricing. Hal 

ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak 

(tax base) atau biaya dari satu wajib pajak kepada wajib pajak lain yang dapat 

direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang 

mempunyai hubungan istimewa tersebut.  

Penelitian mengenai motivasi pajak dalam transaksi transfer pricing telah 

dilakukan. Swenson (2001) menemukan bahwa tarif impor dan pajak berpengaruh 

pada insentif untuk melakukan transaksi transfer pricing. Bernard et al., (2006) 

menemukan bahwa harga transaksi pihak terkait berhubungan dengan tingkat pajak 

dan tarif impor negara tujuan.  

Selain motivasi pajak, keputusan untuk melakukan transfer pricing juga 

dipengaruhi oleh kepemilikan saham. Struktur kepemilikan di Indonesia 

terkonsentrasi pada sedikit pemilik (Claessens et al., 2000 dan Zuang et al., 2000), 

sehingga terjadi konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan 

pemegang saham minoritas (Prowsen, 1998). Kepemilikan saham di Indonesia 

cenderung terkonsentrasi menyebabkan munculnya pemegang saham pengendali dan 

minoritas (La Porta et al., 2000).  

Munculnya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan 

pemegang saham minoritas ini disebabkan oleh beberapa hal berikut. Pertama, 

pemegang saham mayoritas terlibat dalam manajemen sebagai direksi atau komisaris 

yang kemungkinan besar melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham 

minoritas (La Porte, 2002). Kedua, hak suara yang dimiliki pemegang saham 
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mayoritas melebihi hak atas aliran kasnya, karena adanya kepemilikan saham dalam 

bentuk bersilang, piramida dan berkelas (Claessens et al., 2000). Bentuk kepemilikan 

seperti ini akan mendorong pemegang saham mayoritas untuk mengutamakan 

kepentingan mereka sendiri yang sangat berbeda dengan kepentingan investor dan 

stakeholder lain. Ketiga, pemegang saham mayoritas mempunyai kekuatan untuk 

mempengaruhi manajemen dalam membuat keputusan-keputusan yang hanya 

memaksimumkan kepentingannya dan merugikan kepentingan pemegang saham 

minoritas. Keempat, lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, 

mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan tunneling yang merugikan 

pemegang saham minoritas (Claessens et al., 2002). Contoh tunneling adalah tidak 

membagikan dividen, menjual aset atau sekuritas dari perusahaan yang mereka 

kontrol ke perusahaan lain yang mereka miliki dengan harga di bawah harga pasar, 

dan memilih anggota keluarganya yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki 

posisi penting di perusahaan (La Porta et al., 2000).  

Tunneling dapat berupa transfer ke perusahaan induk yang dilakukan melalui 

transaksi pihak terkait atau pembagian dividen. Transaksi pihak terkait lebih umum 

digunakan untuk tujuan tersebut daripada pembayaran dividen karena perusahaan 

yang terdaftar di Bursa harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan 

pemegang saham minoritas lainnya. Pemegang saham minoritas perusahaan yang 

terdaftar sering dirugikan ketika harga transfer menguntungkan perusahaan induk 

atau pemegang saham pengendali (Lo et al., 2010). 


